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ABSTRAK 
 

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENETAPAN PKPU 
KEPADA YAYASAN SARI ASIH NUSANTARA DALAM 

PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITUR 
 (STUDY KASUS : PUTUSAN 24/PDT.SUS.PKPU/2021/PNMEDAN) 

 
DONI HENDRA DEVIN SAMOSIR 

NPM : 208400018 
HUKUM KEPERDATAAN 

 
Putusan Penundaan Kewajiban Utang perkara No 

24/Pdt.Sus.PKPU/2021/Pn Niaga Medan. Latar belakang permasalahan 
Debitur mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Negeri Niaga Medan 
yang menjadi kompetensi relatifnya. Permohonanan PKPU diajukan oleh 
Linda Herawati,SH, pimpinan Yayasan Sari Asih Nusantara karena mempunyai 
piutang yang belum dibayar dan telah jatuh tempo serta menggangap Yayasan 
Sari Asih Nusantara selaku debitur tidak mampu lagi membayarnya karena 
sedang kesulitan dan keuangan hinga terancam bangkrut. Rumusan masalah 
Bagaimana aturan hukum terhadap penetapan PKPU ialah sebuah Yayasan, 
bagaimana akibat hukum apabila debitur tidak menjalankan isi perjanjian 
dengan sempurna dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Yayasan Sari 
Asih Nusantara dalam penetapan PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana aturan terhadap penetapan PKPU jika pemohonnya 
adalah sebuah Yayasan, bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus 
perkara ini dan bagaiamana akibat hukum yang diterima oleh debitur jika tidak 
melaksanakan isi perdamaian dengan sempurna. Jenis Penelitian yang 
digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap penetapan PKPU kepada 
kreditur yang dimohonkan oleh Yayasan Sari Asih Nusantara tidak dapat di 
tolak, karena Yayasan Sari Asih Nusantara sudah memenuhi syarat-syarat 
sebagai pemohon PKPU. Siapa saja dapat mengajukan permohonan PKPU 
dengan syarat memenuhi ketentuan yang tercantum didalam Undang-undang 
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang. 

 

 

Kata Kunci : Penetapan PKPU, Pembayaran Utang, Kreditur 
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ABSTRACT 

DECISION ANALYSIS OF DETERMINATION OF PKPU TO THE SARI 
ASIH NUSANTARA FOUNDATION IN PAYING DEBT TO CREDITORS 

(Decision Study Number: 24/PDT.SUS.PKPU/2021/PNMEDAN) 

DONI HENDRA DEVIN SAMOSIR 
NPM : 208400018 

CIVIL LAW 

Decision on Postponement of Debt Obligations case No 
24/Pdt.Sus.PKPU/2021/Pn Niaga Medan. Background of the problem The 
debtor submits a PKPU application to the Medan Commercial District Court 
which becomes his relative competence. The PKPU application was submitted 
by Linda Herawati, SH, the head of the Sari Asih Nusantara Foundation, 
because she had unpaid and past due accounts receivable and considered the 
Sari Asih Nusantara Foundation as the debtor to be unable to pay them 
anymore due to financial difficulties and was threatened with bankruptcy. 
Formulation of the problem What are the legal rules for determining PKPU as 
a foundation, what are the legal consequences if the debtor does not carry out 
the contents of the agreement perfectly and what are the judges' considerations 
for the Sari Asih Nusantara Foundation in determining PKPU. This study aims 
to find out what the rules are for determining PKPU if the applicant is a 
foundation, what are the considerations of the judge in deciding this case and 
what are the legal consequences received by the debtor if he does not carry out 
the contents of the peace perfectly. The type of research used is normative 
juridical research. The results of this study indicate that based on the judge's 
consideration of the PKPU determination of creditors being applied for by the 
Sari Asih Nusantara Foundation, it cannot be rejected, because the Sari Asih 
Nusantara Foundation has fulfilled the requirements as a PKPU applicant. 
Anyone can apply for a PKPU provided that they fulfill the conditions set out 
in Law 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for 
Payment of Debt. 

 

Keywords: Determination of PKPU, Debt Payment, Creditors 
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BAB I  
 

PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang 
 

Yayasan Sari Asih Nusantara berdiri sejak tahun 1988 yang didirikan di 

Jalan Bilal Ujung No. 10 Komp. Villa Harmonis Medan Sumatera Utara dan 

Berbadan Hukum, Pendiri dari Yayasan Sari Asih Nusantara Ialah Bapak Marbun 

SE. Yayasan ini terbagi menjadi enam Grup, yang terbagi menjadi sebagai berikut: 

1. Group Pertama Yayasan Sari Asih Nusantara  

1. Kantor Cabang Tanjung Morawa memiliki karyawan sebanyak 7 

orang.  

2. Kantor Talun Kenas dengan jumlah karyawannya sebanyak 4 orang.  

3. Kantor Padang Bulan memiliki jumlah karyawan sebanyak 5 orang. 

2. Group Kedua Yayasna Sari Asih Nusantara  

1. Kantor Cabang Yayasan Sari Asih Nusantara Lubuk Pakam yang 

berlokasikan di Bakaran Batu memiliki karyawan sebanyak 6 orang.  

2. Kantor Galang dengan jumlah karyawan sebanyak 4 orang.  

3. Kantor Perbaungan memiliki sejumlah karyawan sebanyak 3 orang.  

3. Group Ketiga Yayasan Sari Asih Nusantara  

1. Kantor Cabang Siantar yang memiliki karyawan sebanyak 6 orang. 

2. Kantor Cabang P. Raya memiliki karyawan sebanyak 8 orang. 

3. Kantor Tanah Jawa memiliki karyawan sebanyak 6 orang. 

4. Kantor Seribu Dolok memiliki karyawan sebanyak 6 orang. 

5. Kantor Sidamanik memiliki karyawan sebanyak 4 orang.  
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2  

4. Group Keempat Yayasan Sari Asih Nusantara  

1. Kantor Cabang Pangururan yang memiliki karyawan sebanyak 8 

orang. 

2. Kantor Cabang Porsea yang memiliki karyawan sebanyak 6 orang.  

3. Kantor Parapat memiliki karyawan sebanyak 3 orang.  

4. Kantor Mogang memiliki karyawan sebanyak 4 orang.  

5. Kantor Siborong-Borong memiliki karyawan sebanyak 5 orang.  

6. Kantor Dolok Sanggul memiliki karyawan sebanyak 5 orang.  

7. Kantor Ambarita memiliki karyawan sebanyak 3 orang.  

5. Group Kelima Yayasan Sari Asih Nusantara  

1. Kantor Cabang Sidikalang yang memiliki karyawan sebanyak 8 orang. 

2. Kantor Sumbul memiliki karyawan sebanyak 3 orang.  

3. Kantor Tiga Lingga memiliki karyawan sebanyak 4 orang.  

4. Kantor Salak memiliki karyawan sebanyak 2 orang.  

6. Group Keenam Yayasan Sari Asih Nusantara  

Group keenam ini adalah Kantor Pusat/Inti dari Yayasan Sari Asih 

Nusantara yang mempunyai karyawan sebanyak 7 orang, dimana setiap akhir 

bulan melakukan tutup buku di masing-masing kantor dan besoknya akan 

berangkat ke Kantor Pusat guna melakuka laporan hasil kerja setiap kantor 

baik cabang ataupun unit.  

Yayasan ini memiliki beberapa program yang membantu masyarakat 

dalam pendidikan anak, yang berbentuk Asuransi Pendidikan bagi anak yang 

berada di jenjang pendidikan, baik dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Maupun Sekolah Menengah Atas. Adapun sistematis program yang 
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3  

diberikan kepada para nasabahnya ialah, setiap Nasabah diwajibkan menabung 

rutin setiap bulannya, yang memiliki minimal nominal tabungan yang disetor 

setiap bulannya kepada pihak Yayasan yang telah disepakati dari awal ketika 

membuat tabungan tersebut. Uang tabungan nasabah yang telah disetorkan dapat 

diambil oleh nasabah hanya pada saat tabungan tersebut sudah jatuh tempo yang 

telah ditentukan oleh pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh 

pengurus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).  

Adapun kelebihan program yang ditawarkan oleh Yayasan ini ialah apabila 

seorang Nasabah mendapatkan Prestasi dalam kegiatan bersekolah maka, nasabah 

tersebut mendapatkan hadiah santunan uang, yang dapat dicairkan langsung tanpa 

menunggu jatuh tempo tabungan nya. Dalam penerapan usaha yang dilakukan 

Yayasan Sari Asih Nusantara dalam kurun waktu yang berlangsung selama ini 

dapat disimpulkan program tersebut berjalan dengan baik. Namun program 

tersebut mengalami kendala pada saat pandemic Covid-19 melanda. Beberapa 

Nasabah atau Kreditur melakukan gugatan Kepailitan ke Pengadilan Negeri Niaga 

Medan yang diawali dengan ketikdakmampuan Yayasan tersebut membayarkan 

uang tabungan nasabah yang telah jatuh tempo pada saat Pandemi Covid-19. 

Namun Yayasan Sari Asih Nusantara melakukan permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang sebelum dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga 

Medan. Yayasan Sari Asih Nusantara mendapatkan Perlindungan Hukum atas 

Kepailitan Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan Menunda Kewajiban 

membayar pencairan pada ribuan Nasabah Sari Asih Nusantara. 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah masa 

musyawarah antara Debitor dan Kreditor yang disupervisi oleh Pengadilan untuk 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/3/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Doni Hendra Devin Samosir - Analisis Putusan Terhadap Penetapan Penundaan Kewajiban ....



4  

memungkinkan Debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan 

rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh 

utang kepada Kreditornya. Menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU adalah 

sejenis legal moratorium. yang memungkinkan Debitor untuk meneruskan 

pengelolaan atas usahanya dan mencegah Kepailitan, meskipun dalam keadaan 

kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya1. 

 

Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan 

karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang 

diputuskan oleh Pengadilan (yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit 

diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum 

ada putusan Pengadilan). Apabila permohonan Pernyataan Pailit dan 

permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU 

harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pertama pemeriksaan 

permohonan Pernyataan Pailit. 

 

Terdapat 2 (dua) periode PKPU, yaitu: PKPU Sementara (PKPU-S) yang 

berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU Tetap (PKPU-T) yang berlangsung 

paling lama 270 hari jika disetujui oleh Kreditor melalui pemungutan suara. 

Rencana Perdamaian dapat diajukan oleh Debitor sejak permohonan PKPU 

diajukan kepada pengadilan sampai masa PKPU berakhir. Rencana Perdamaian 

tersebut dapat berisikan restrukturisasi utang, baik sebagian maupun seluruhnya. 

Jika dalam periode PKPU Rencana Perdamaian telah mencapai persetujuan 
                                                             

1 Munir Fuady, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
Dan Kepailitan. (2021). 
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melalui pemungutan suara dalam rapat, Pengadilan wajib memberikan putusan 

mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.  

Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan mengikat semua 

Kreditor (baik Konkuren maupun Preferen), kecuali Kreditor Terjamin yang 

tidak menyetujui rencana perdamaian (yang mana diberikan kompensasi sebesar 

nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara 

langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan). Jika Debitor lalai dalam 

memenuhi putusan Homologasi/Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian, 

Kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian dan Debitor dapat dinyatakan 

pailit oleh Pengadilan. Dalam hal pengabulan PKPU Sementara (PKPU-S), pada 

dasarnya Hakim harus mengabulkan permohonan PKPU tersebut selama syarat 

administratif dan bukti telah lengkap diserahkan oleh pemohon. 2 

Bahwa terhadap putusan permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya 

hukum apapun sehingga dapat dilihat efektivitas PKPU dalam mencegah 

kepailitanbergantung pada adanya itikad baik dan rasa kooperatif (sense of 

cooperation) baik dari pihak Debitor dan Kreditor agar Rencana Perdamaian 

dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai 

pemenuhan seluruh utang dicapai. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa 

permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena 

dapat diajukan setiap saat sebelumadanya Pernyataan Pailit yang diputuskan 

oleh Pengadilan yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, 

maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada 

                                                             
2 Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan. 

(2021). (n.p.): Deepublish. H.18-19 
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putusan Pengadilan, namun hal ini justru dapat membuka kesempatan bagi para 

Kreditor yang beritikad buruk untuk memailitkan Debitor secara tidak langsung 

dan lebih cepat.  

Dalam PKPU, Kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam 

menentukan apakah Debitor harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Contohnya, 

apabila Kreditor belum menyetujui/menolak Rencana Perdamaian yang diajukan 

pada periode PKPU-S, Debitor terancam akan dinyatakan pailit kecuali jika 

PKPU-T dikabulkan Pengadilan. Akan tetapi, jika PKPU-T tidak dapat 

ditetapkan oleh Pengadilan karena kurangnya persetujuan dari Kreditor, Debitor 

tetap akan dinyatakan pailit. Kalaupun PKPU-T disetujui, namun sampai masa 

berakhirnya PKPU-T belum juga tercapai persetujuan terhadap Rencana 

Perdamaian dari Kreditor (atau bahkan ditolak oleh Kreditor), Debitor akan 

dinyatakan pailit. Pernyataan pailit terhadap Debitor oleh Pengadilan juga 

dilakukan sangat cepat, yaitu hanya dalam 1 hari. 

 

Menurut pakar hukum Rahayu Hartini dalam bukunya Hukum 

Kepailitan, perdamaian yang ditolak akan mengakibatkan debitor pailit dan tidak 

ada upaya hukum yang tersedia lagi baginya. Dalam hal untuk mencegah 

kepailitan maka pemerintah melakukan Realisasi dan tindakan untuk melindungi 

hak-hak pihak yang berkaitan dengan kepailitan adalah dengan merevisi 

Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam Staatsblaad Tahun 1905 

No. 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah 

Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998.3 

Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-

undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan 

menjadi Undang- Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-

Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penggantian 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan jaman. Sebagai pengemban amanat rakyat. 

Kapan suatu Yayasan yang telah dinyatakan pailit ada dalam keadaan 

insolven merujuk pada pengertian insolven yang diatur dalam UU Kepailitan dan 

PKPU yaitu Pasal 178 ayat (1) maupun beberapa pasal lain dalam UU Kepailitan 

dan PKPU yang secara tersirat mengatur tentang keadaan insolven, seperti Pasal 

184, Pasal 187 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) serta Penjelasan 

Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 142 ayat (1) huruf e UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada mengatur keadaan insolven, 

bahkan secara tegas merujuk keadaan insolven pada ketentuan UU Kepailitan 

dan PKPU4 sebagai berikut: 

Pembubaran Yayasan terjadi karena harta pailit Yayasan yang telah di- 

nyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran 

Utang. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Undang-undang 37 tahun 

                                                             
3 Rahayu Hartini, HUKUM KEPAILITAN, Edisi Revisi, UMMPress, Malang 2020 

Hal.5 
4 Ginting, E.R. Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Bumi Aksara, Jakarta 2018 

halaman 264 
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2004 tentang Hakikat Kepailitan dan Insolven, definisi insolven ada ditemui 

dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan 

"Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu 

membayar."Sedangkan bagaimana dan kapan perseroan telah insolven secara 

juridis mengacu pada Pasal 178 ayal (1) UU Kepailitan dan PKPU.  

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir jika 

hal Ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau atas 

permohonan satu atau lebih kreditor, di mana permintaan  tersebut diajukan kepada 

Pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir. Selain pengurus dan para 

kreditor, undang-undang pun memberikan kesempatan kepada debitor untuk 

mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Berakhirnya PKPU harus melalui 

proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak 

dimintakan nya pengakhiran PKPU. Didalam memberikan putusan pengakhiran 

PKPU, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar atas 

putusan tersebut. 

Yayasan identic dengan adanya sifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, 

menjadikan Yayasan  tidak  mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha Yayasan 

juga tidak dapat dibagikan kepada semua organ Yayasan, seperti yang 

disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 

bahwa, ”Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, 

Pengurus dan Pengawas,” kemudian  pasal 5 juga menyebutkan bahwa, 

”Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang 

diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau 

dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan 
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Pengawas, karyawan  

atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.”.  

 
1.2  Rumusan Masalah :  

 

Adapun yang menjadi rumusan masalah penulis dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana aturan hukum terhadap penetapan PKPU kepada Yayasan 

Sari Asih Nusantara dalam pembayaran utang kepada kreditur ? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap debitor apabila tidak melaksanakan 

putusan perjanjian perdamaian dengan sempurna terhadap kreditor ? 

3. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap penetapan PKPU kepada 

Yayasan Sari Asih Nusantara dalam pembayaran utang kepada kreditur 

? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  
 
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui aturan-aturan hukum maupun peraturan peraturan 

yang berlaku diIndonesia terhadap penetapan PKPU yang termohonnya 

ialah sebuah Yayasan menurut putusan No.24/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN 

Medan. 

2. Untuk mengetahui bagamana akibat hukum terhadap debitor apabila 

tidak melaksanakan putusan perdamaian dengan sempurna terhadap 

kreditor  

3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbagan Hakim terhadap penetapan 
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PKPU kepada Yayasan Sari Asih Nusantara dalam pembayaran utang 

kepada kreditur  

1.4  Manfaat Penelitian  
 
  Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penyusunan 

yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat dalam sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan akan menambah literatur tentang perkembangan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang kepada masyarakat, pemerintah, dan para akademis 

di Indonesia terkait dengan Yayasan sebagai pemohon Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang di Indonesia. 

 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan 

keilmuan, khususnya bagi peneliti, pembaca dan khususnya para Yayasan yang 

ingin mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang 

dapat digunakan sebagai pedoman ataupun masukan dalam pengajuan PKPU. 

3. Manfaat Bagi Peneliti  

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan 

dalam menempuh gelar sarjana di Universitas Medan Area Medan Fakultas 
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Hukum dan sebagai pijakan serta referensi terkait peran Yayasan sebagai 

pemohon Penundaan Kewajiban Penundaan Utang. 

 

1.5  Keaslian Penelitian 

 Penelitian in dilakukan dengan asumsi bahwa belum ada penelitian 

sebelumnya dengan judul serupa yang pernah dilakukan, berdasarkan 

penelusuran informasi dan literatur pada skipsi atau jurnal. Namun demikian, 

beberapa skripsi atau artikel jurnal yang memiliki keterkaitan sama dengan judul 

skripsi ini antara lain: 

1. Muhammad Hafizt ,098400106, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum 

Medan Area judul Skripsi “Penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan Dan Pnundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Terhadap Pailitnya PT. Riau Airlines”. Permasalahan yang dibahas dalam 

skripsi ini adalah : 

Pembahasan Skrlpsi ini pada dasamya adalah tentang seperti apa 

sebenarnya penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan 

mengkaitkannya terhadap kasus pailitnya PT. Riau Airlines. 

 

2. Ilham Rizki Hutabarat, 178400247, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum 

Medan Area dengan judul “Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT.Bina 

Karya Sarana Oleh Kreditur (Study Putusan No.6/Pdt. Sus-Pailit /2018. PN. 
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Niaga. Medan)”  Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor 

penyebab permohonan pailit PT.Bina Karya Sarana oleh kreditur, bagaimana 

pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang 

melakukan permohonan pailit dan bagaimana pertimbangan hakim dalam 

memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt. Sus- 

Pailit/2018/ PN Niaga Medan. 

3. Deswita Maharani Putri, 8011171516, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum  

Universita Hasanuddin Makasar dengan judul Skripsi “Penolakan 

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Alasan Tidak 

Memenihi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata Yang Lain. 

Permasalahan yang dibahas didalam skripsi adalah : 

a. Gugatan perdata tidak berpengaruh terhadap permohonan PKPU karena 

syarat-syarat dalam permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 UU 

kepailitan dan PKPU hanya mengatur adanya lebih dari satu kreditor, 

adanya utang, yang jatuh tempo dan dapat ditagih.  

b.  Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor jika permohonan 

PKPU yang diajukan ditolak, berdasarkan Putusan MK nomor 23/PUU-

XIX/2021 adalah upaya hukum kasasi. 
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BAB II  

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) 
2.1.1 Pengertian dan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) 
Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran 

Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu 

tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian 

atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan5. Oleh sebab itu 

tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.  

PKPU dimaksudkan untuk mencapai perdamaian antara debitor dengan 

para kreditornya sehingga debitor dapat terus melanjutkan usahanya. Tujuan 

PKPU adalah untuk  memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya 

meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan6. 

Permohonan PKPU diajukan oleh debitor atau kreditor atas debitor yang tidak 

dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat 

ditagih. Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga tempat kedudukan 

                                                             
5 Syamsudin Manan Sinaga, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 

Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar 
Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan 
Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah 
Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, 
Yogyakarta, 2014, hlm. 26 

6 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 
2007, hlm. 37 
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debitor yang  ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, yang disertai 

dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat 

bukti secukupnya. Pengajuan PKPU oleh debitor di latarbelakangi oleh beberapa 

faktor, yaitu:  sebagai  upaya  mencegah kepailitan debitor tetap dapat 

melangsungkan kegiatan usaha dan PKPU  mempunyai manfaat waktu, 

ekonomis, dan yuridis.7  

Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak 

menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam 

undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang 

berbunyi : 

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat 

melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan 

dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, 

dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. 

2.  Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan 

membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 

memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran 

utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian 

yang meliputitawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada 

Kreditornya. 

                                                             
7 R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, 2012, hlm. 7 
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  Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah 

pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi 

utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagain 

untangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat 

terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat 

meneruskan usahanya.8 Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 

bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama serta bahan hukum 

sekunder dan tersier sebagai pendukung. Sumber bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).  

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak 

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu buku, 

skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum 

c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat 

memberi petunjuk dan kejelasan terhadapbahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum dan 

ensiklopedia.Metode  

                                                             
8 Rudy A. Lontoh, et al, Op. Cit., hlm. 251 
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`2.1.2 Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
 

Berdasarkan pada sifat saaat dijatuhkannya Penundaaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitor dikenal adanya 

duam macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang 

(PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat 

tetap (PKPU Tetap).9 

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) 
 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara 

terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan 

sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai10. Permohonan PKPU 

sementara dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, hal ini diatur 

dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 

Apabila permohonan dilakukan oleh debitor, paling lambat 3 hari 

pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU debitor dan 

pada saat itu juga pengadilan menunjuk hakim pengawas serta pengurus 

untuk mengurusi harta kekayaan debitor. Apabila PKPU dimohonkan 

oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari pengadilan harus sudah 

mengabulkan permohonan kreditor sejak didaftarkannya permohonan 

PKPU dan harus mengangkat hakim pengawas serta pengurus untuk 

mnegurus harta debitor. 

                                                             
9 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 116 
10 Umar Haris Sanjaya, Op. Cit., hlm. 35 
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Selanjutnya, Pengadilan Niaga wajib menghadirkan debitor dan 

kreditor melalui pengurus atas permohonan PKPU sementara yang 

diakabulkan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU 

sementara diucapkan. Apabila debitor tidak hadir dalam sidang atau 

tidak hadir saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga 

maka debitor dapat langsung dipailitkan saat itu juga dan PKPU 

sementara otomatis berakhir. Hal terpenting di dalam PKPU 

sementara setelah dikabulkannya PKPU sementara adalah segera 

terjadinya keadaan diam (stay atau standstill). Keadaaan diam dalam 

PKPU sementara merupakan keadaan di mana debitor membuat 

kesepakatan dengan kreditor tentang rencana perdamaian secara efektif. 

11Hal tersebut sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa batas waktu 

untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga 

adalah 3 hari setelah didaftarkannya permohonan oleh debitor dan 20 

hari jika diajukan oleh kreditor. 

b. Penundaan Kewajiban Pembaran Utang Tetap (PKPU Tetap) 
 

PKPU tetap lahir setelah adanya proses sidang PKPU sementara. 

Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus 

sudahdilakukan sidang, diharapkan juga disertai proses rencana 

perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran 

PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan 

kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam 

                                                             
11 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori…, Op. Cit., hlm. 425 
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waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan, sehingga apabila 

belum ditetapkan maka debitor dapat dinyatakan pailit.12 

PKPU tetap merupakan lanjutan dari PKPU sementara, dan akan terjadi 

apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 

a) Disetujui lebih dari ½ (setengah) kreditor konkuren yang haknya diakui 

atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua 

pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara 

diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang 

tersebut. 

b) Disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya 

dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau 

hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling 

sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari selutuh taguhan kreditor 

ataukuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. 

Syarat-syarat di atas berlaku secara kumulatif, sehingga keduanya 

harus terpenuhi. Waktu yang diberikan di dalam PKPU tetap ini selama 

270 hari sejak tanggal diucapkannya putusan PKPU sementara. Waktu 

tersebut terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila 

diberikan oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) 

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berhak menentukan 

apakan debitor akan diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditor 

konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya 

berdasarakan persetujuan dari kreditor konkuren. 

                                                             
12 Umar Haris Sanjaya, Op. Cit., hlm. 37 
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Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap 

ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian 

antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam 

perundingan tersebut diharapkan memberikan rescheduling utang 

debitor, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau 

pelunasan utang 13misalnya,  rescheduling utang debitor disepakati 

hingga sepuluh tahun. Jadi,masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari 

tersebut merupakan jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara 

debitor dan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh 

debitor. Apabila tercapai perdamaian antaradebitor dan kreditor 

konkuren untuk memebrikan masa rescheduling,misalanya selama 

sepuluh tahun, maka pelunasan utang- utang debitor kepada kreditor 

adalah selama sepuluh tahun, bukan 270 hari.14 

2.1.3 Pihak-pihak yang Mengajukan Dan Pihak-Pihak didalam Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitor 

maupun oleh kreditor. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 222 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 

a. Debitor 
 

Syarat bagi debitor untuk mengajukan permohonan PKPU ditentukan didalam 

Passal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

yang menyebutkan bahwa: 

(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang 
                                                             

13 Umar Haris Sanjaya, Op. Cit., hlm. 38 
14 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori…, Op. Cit., hlm. 433 
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mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. 

(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan 

membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dandapat ditagih, dapat 

memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk 

mengajukan rencana perdamaian yang meliputitawaran pembayaran sebagian 

atau seluruh utang kepada Kreditor. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat 

debitor mengajukan PKPU adalah :15 

a) Adanya utang 
 

b) Mempunyai dua kreditor atau lebih 
 

c) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih 
 

Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan 

pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pasal 

222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan tolak ukur 

mengenai debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar 

utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat diataguh itu seperti apa. 

Perkiraan tersebut haruslah dibuktikan dengan hasil financial audit atau 

analisa terhadap keadaan keuangan (financial conditions) yang dilakukan 

oleh orang yang berkompeten di bidangya tersebut, biasanya dilakukan 

oleh akuntan public di perusahaan debitor16. Jadi, hakim tidak mendasarkan 

putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

pada keputusan subjektif dari debitor sendiri mengenai keadaan 

                                                             
15 Syamsudin M. Sinaga, Op. Cit., hlm. 260 
16 Syamsudin M. Sinaga, Op. Cit., hlm. 260 
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keuangannya.17 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan tidak semua 

debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 

Undang- Undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah sebuah bank, 

perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan,Lembaga 

penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan 

reaasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di 

bidang kepentingan public, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU 

adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 

Undang-Undang Kepailitan. 

Seperti halnya apabila debitor adalah sebuah bank, maka untuk 

melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. 

Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan 

penjaminan, serta lemabaga penyimpanan dan penyelesaian, maka 

permohonan PKPU dapat diajukan oleh Badan Pengawan Pasar Modal 

(BAPEPAM).18 Apabila debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan 

reaasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di 

bidang kepentingan untuk masyarakat, maka yang berhak untuk mengajukan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Menteri 

Keuangan. 

b. Kreditor 
 

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitor saja, 

                                                             
17 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori…, Op. Cit., hlm. 416 
18 Ibid., 
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akan tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinanPKPU 

dapat diajukan oleh kreditor. Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat dan ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU 

dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor. 

Syarat kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU diatur secara 

tegas di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang 

menyatakan bahwa 

Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan 

membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 

memohon agar debitor diberi penundaaan kewajiban pembayaran utang, 

untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. 

Menurut ketentuan di atas maka meskipun permohonan PKPU diajukan oleh 

kreditor, akan tetapi rencana perdamaian harus tetap diajukanoleh debitor 

bukan oleh kreditor. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak 

mensyaratkan secara tegas apabila PKPU diajukan oleh kreditor harus 

dipenuhi syarat bahwa debitor harus memiliki lebih dari satukreditor seperti 

halnya apabila diajukan oleh debitor. Oleh karena itu, secara tersirat juga 

harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor 

harus dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditor.19 

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah baik kreditor 

konkuren, maupun kreditor lainnya yang didahulukan. 

                                                             
19 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori…, Op. Cit., hlm. 419 
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a) Kreditor Konkuren 
 
Kreditor konkuren adalah semua kreditor berdasarkan piutangnya tanpa 

ikatan tertentu. Mereka memperoleh pembayaran piutangnya menurut 

perimbangan besar kecilnya piutangnya.20 Kreditor konkuren merupakan 

kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan 

harta debitor setelah dikurangi bagian kreditor khusus atau kreditor 

lainnya.21 

b) Kreditor Preferen 
 
Kreditor preferen merupakan kreditor yang didahulukan (prioritas) 

dengan hak istimewa.22 Pembayaran piutang kreditor preferen didahulukan 

atas semua harta pasilit berdasarkan piutangnya dan pembayarannya 

diistimewakan atas penjualan barang bergerak maupun barang tetap.23 

Mencermati Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan 

ditemukan beberapa pihak yang terlibat di dalam PKPU. Berbeda dengan 

kepailitan, jika di dalam kepailitan pihak yang bertugas untuk melakukan 

pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor adalah kurator. Akan tetapi 

di dalam PKPU pihak yang mengurus segala harta kekayaan debitor adalah 

Pengurus. Menurut Pasal 240 ayat 

 Undang- Undang Kepailitan, dengan diangkatnya seorang atau lebih 

                                                             
20 Syamsudin M. Sinaga, Op. Cit., hlm. 17 
21 Umar Haris Sanjaya, Op. Cit., hlm.41 
22 Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan 

kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada prang berpiutang 
lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. 

23 Syamsudin M. Sinaga, Op. Cit., hlm. 17 
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pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan 

pengurus. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak boleh memiliki 

benturan kepentingan dengan debitor maupun dengan kreditor. Menurut Pasal 

234 ayat (3) syarat yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah: 

• orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik 

Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka 

mengurus harta Debitor; dan 

• terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di 

bidang hukum danperaturan perundang-undangan. 

 
Pengangakatan pengurus boleh lebih dari 1 (satu) orang pengurus. Oleh 

sebab itu, konsekuensinya adalah ketika melakukan tindakan yang sah dan 

mengikat diperlukan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah 

pengurus. Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam 

melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta 

debitor. Atas dasar tersebut, pihak pihak yang dirugikan terutana para kreditor 

dapat menggugat pengurus apabila dalam melaksanakan tugasnya telah 

menyebabkan harta debitor berkurang dan secara tidak langsung tidak 

dapatdipertanggungjawabkan.24 Dari ketentuan Pasal 234 ayat (4), tidak hanya 

bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap harta debitor tersebut 

dilakukan dengan sengaja, tetapi juga kerugian yang timbul karena kelalaian 

pengurus.25 

Menurut ketentuan Pasal 225 ayat (2), tugas utama pengurus adalah 

                                                             
24 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori…, Op. Cit., hlm. 427 
25 Ibid., 
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mengurus harta debitor secara bersama-sama dengan debitor. Selain itu, tugas 

pengurus adalah wajib melaporkan keadaan kekayaan debitor setiap 

3 (tiga) bulan dan laporan tersebut harus disediakan di Kantor Kepaniteraan. 

Ketentuan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang kepailitan menyatakan bahwa 

Pengadilan Niaga harus mencantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitor 

oleh pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus. Pedoman mengenai besarnya 

imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan oleh Departemen Hukum dan hak Asasi 

Manusia.26 

c. Hakim Pengawas 

 
Sama halnya dalam proses kepailitan, dalam proses penundaan kewajiban 

pembayaran utang juga diangkat seorang hakim pengawas. Tugas utamanya 

dalah mengawai jalannya proses penundaan kewajiban pembayaran utang.27 

Dasar hukum pengangkatan Hakim Pengawas dalam rangka PKPU tercantum di 

dalam Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan. Bersamaan dengan pemberian 

purtusan PKPU Sementra, Pengadilan Niaga harus menunjuk Hakim 

Pengawas. Mengenai tanggung jawab dan tugas Hakim Pengawas, pada 

prinsipnya sama dengan tanggung jawab hakim pengadilan lain; bagi Hakim 

Pengawas disyaratkan agar ia melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi 

atas harta pailit debitor dan apakah pengurus benar-benar menaati semua 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan sepatutnya 

debitor dan kreditor.28 

d. Panitia Kreditor 

                                                             
26 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori…, Op. Cit., hlm. 429 
27 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 203 
28 Kartini Muljadi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta 

DampakHukumnya” dalam Rudy A. Lontoh, et al, Op. Cit., hlm. 267 
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Pada dasarnya tujuan dari PKPU bukanlah likuidasi asset debitor, tetapi 

adalah suatu usaha untuk mengadakan perdamaian dan penyelesaian utang oleh 

debitor29, maka Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan 

bahwa Pengadilan harus mngangkat Panitia Kreditor jika (a) permohonan 

PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor, atau (b) 

pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit 

½ (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Pengurus dan Panitia 

Kreditor tidak bkerja sendiri-sendiri karena di dalam menjalankan tugasnya, 

pengurus wajib memninta dan mempertimbangkan saran dari Panita Kreditor. 

e. Tenaga Ahli 

 
Berkenaan dengan pemberian PKPU, Hakim Pengawas dapat 

mengangkatsatu atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan 

menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu 

berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.30 Laporan ahli 

tersebut harus memuat pendapat yang disertai alasan lengkap  tentang keadaan 

harta debitor atas dokumen yang telah diserahkan oleh debitor, tingkat 

kesangguapan debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, sera 

tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditor. 

 

2.1.4 Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
 

Secara khusus, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telahmenentukan 

                                                             
29 Ibid., 
30 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 204 
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tata cara pengajuan permohonan PKPU secara jelas di dalam Pasal 224 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : 

(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh 

advokatnya. 

(2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan 

utang Debitor beserta surat bukti secukupnya. 

(3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor 

melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 

sidang. 

(4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan 

daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti 

secukupnya dan bila ada rencana perdamaian. 

(5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222. 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

ayat (4),dan ayat  (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan 

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimanadimaksud 

pada ayat (1). 

Menurut Pasal 224 Undang-Undang Kepailitan, permohonan  PKPU 

harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai daftar 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan31 beserta 

surat-surat bukti selayaknya. Hal ini perlu dilakukan agar surat-surat tersebut 

dapat diketahui apakah ada harapan bahwa debitor di kemudian hari dapat 

memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Di samping itu, informasi mengenai 

nama dan domisili para kreditor diperlukan untuk memungkinkan 

dilakukannya pemanggilan kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 225 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 

Ketentuan mengenai permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga 

di daerah tempat kedudukan hukum debitor diatur di dalam Pasal 3 , yang 

menyatakan bahwa: 

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik 

Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas 

permohonan PKPU adalah Pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. 

2. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang 

daerah  hukumnya meliputi tempat  kedudukan hukum firma tersebut 

juga berwenang memutuskan. 

3. Dalam hal debitor tidaka berkedudukan di wilayah negera Republik 

Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah 

negera Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan 

adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau 

                                                             
31 Uraian mengenai harta pailit, yaitu daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang 

dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing- 
masing kreditor 
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usahanya di wilayah Negara  Republik Indonesia 

4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan 

hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam  anggaran dasarnya. 

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor baik sebelum 

permohonan penyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan 

pailit diajukan. Halini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 222 jo. Pasal 229 

ayat (4) Undang- Undang Kepailitan dan PKPU. Sehubungan dengan 

dimungkinkannya permohonan PKPU diajukan setelah Pengadilan Niaga 

menerima permohonan pernyataan pailit, dapat terjadi kemunkinan sebagai 

berikut:32 

Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga 

tetapi belum diperiksa, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu belum 

diperiksa, Pengadilan Niaga menerima pula permohonan PKPU dari debitor 

atau dari kreditor yang bukan permohonan kepailitan. 

Berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas, lalu 

permohonan yang mana yang harus di dahulukan akan menjadi sebuah 

pertanyaan. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang 

menentukan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan 

kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, maka permohonan 

penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terebih dahulu. Dengan 

demikian, asas hukum yang berlaku adalah bahwa permohonan PKPU harus 

diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga mendahului permohonan 

pernyataan pailit, sehingga ketika debitor atau kreditor yang bukan merupakan 

                                                             
32 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori…, Op. Cit., hlm. 421 
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pemohon perkara kepailitan mengajukan PKPU maka pemeriksaan permohonan 

pernyataan pailit harus ditunda terlebih dahulu.33 

2.1.5  Syarat-Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU  

Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan niaga dengan melengkapi 

persyaratan berikut: 

a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan 

niaga setempat yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;  

b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan 

kuasa pada orangnya bukan pada law-firm-nya);  

c. Izin advokat yang dilegalisir; 

d. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah 

tagihannya masing-masing pada debitor; 

e. Financial report; dan 

f. Lampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran 

seluruh atau sebagian tagihan utang kepada para kreditor konkuren.  

Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua pengadilan niaga di 

daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan: 

a. Debitor telah meninggalkan wilayah  Negara Republik Indonesia, 

pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan 

PKPU adalah  pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan hukum terakhir debitor. 

                                                             
33 Ibid., 
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b. Debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang 

memutuskan. 

c. Debitor tidak berkedudukan diwilayah negara Republik Indonesia tetapi 

menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik 

Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat 

debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik 

Indonesia.  

d. Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah 

sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya 

Surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh pemohon dan oleh 

advokatnya harus sesuai dengan ketentuan: 

a. Pemohonnya adalah debitor maka permohonan PKPU harus disertai 

daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat 

bukti secukupnya.  

b. Pemohonnya adalah kreditor maka pengadilan niaga wajib memanggil 

debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitor wajib 

mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor 

beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian.  

c. Surat permohonan yang diajukan dapat langsung dilampirkan rencana 

perdamaian. Panitera pengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan 
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PKPU tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, 

dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang di tandatangani 

oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal 

pendaftaran, kemudian panitera menyampaikan permohonan PKPU 

tersebut kepada Ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari 

setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan. 

UUK PKPU juga mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh 

pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan tersebut 

tercantum secara tegas di dalam Pasal 224 UUK PKPU:  

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh 

pemohon dan oleh advokatnya. 

2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah 

piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. 

3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil 

debitor melalui surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 

sidang. 

4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 Ayat (3), debitor 

mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor 

beserta surat bukti secukupnya. 

5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat 
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dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

222. 

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 

(3), Ayat (4), dan Ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara 

pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). 

Menurut Rahayu Hartini ada beberapa surat dan dokumen yang harus dipenuhi 

atau dilampirkan dalam mengajukan PKPU:34 

a. Surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada ketua pengadilan 

niaga Negeri Medan.  

b. Identitas debitor. 

c. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya. 

d. Surat kuasa khusus dan penunjukkan kuasa kepada orangnya bukan 

kepada law firmnya. 

e. Izin pengacara/kartu pengacara. 

f. Nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditor konkuren 

diseretai jumlah tagihannya masing-masing kepada debitor. 

g. Rencana pembukuan terakhir dari debitor. 

h. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau 

sebagian utang kepada kreditor konkuren (jika ada). 

                                                             
34 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Percetakan Universitas 
Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm 196. 
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2.1.6  Berakhirnya Penundaan Kewajiaban Utang (PKPU) 

 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir jika hal 

Ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau atas 

permohonan satu atau  lebih kreditor, di mana permintaan  tersebut diajukan kepada 

Pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir. Selain pengurus dan para 

kreditor, undang-undang pun memberikan kesempatan kepada debitor untuk 

mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Berakhirnya PKPU harus melalui 

proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak 

dimintakan nya pengakhiran PKPU. Didalam memberikan putusan pengakhiran 

PKPU, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar atas 

putusan tersebut. 

1. Sebelum dimitakan ke Pengadilan untuk diakhirinya PKPU, debitor dan 

pengurus wajib didatangkan untuk didengar dan dimintai penjelasan 

sebab-sebab yang dapat menjadikan PKPU berakhir. Hal ini dapat 

menjadi forum bagi debitor  atau pengurus untuk dapat diketahui apakah 

debitor beritikad buruk atau debitor sudah tidak mampu lagi untuk 

melanjutkan PKPU. Hal-hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir 

adalah Debitor selama waktu  penundaan  kewajiban pembayaran utang 

bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan  pengurusan terhadap 

harta kekayaannya; 

2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan para kreditornya 

3. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitor tanpa 

persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau 
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kepemilikan sebagian atau seluruh hartanya dan pengurus harus 

memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang 

merugikan harta debitor sendiri; 

4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan 

kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau 

lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi 

kepentingan harta kekayaan debitor; 

5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, ternyata harta 

kekayaan debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkan PKPU; 

6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi 

kewajibannya terhadap kreditor selama PKPU sesuai tepat pada 

waktunya. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 

dan  PKPU Debitor dapat  mengajukan  permohonan  pengkahiran  PKPU 

dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya pembayaran 

kembali denganketentuan bahwa pengurus dan para kreditor harus dipanggil dan 

didengar sepatutnya sebelum  putusan diucapkan. Jadi, debitor dapat  mengajukan 

permohonan perngkahiran PKPU hanya apabila menurut perimbangannya 

keuangan debitor telah dalam  keadaan mampu membayar kembali utang-

utangnya  kepada para kreditor yang dibuktikan dengan hasil  financial audit.35 

Dari ketentuan  Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, 

apabila PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut maka debitor wajib 

dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dengan putusan yang sama dengan 

                                                             
35 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami…, Op. Cit., hlm.369 
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putusan pengakhiran PKPU. 

Dalam hal debitor telah dinayatakan pailit oleh pengadilan maka terhadap 

keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Bab I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 keculai 

Pasal 11 hingga Pasal 14 dan Bab IV Pasal 295 hingga Pasal 298 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 , yaitu tentang upaya hukum baik Kasasi 

maupun Peninjauan Kembali (PK). Hal  ini berarti bahwa apabila perdamaian 

ditolak akan  mengakibatkan debitor pailit dan sudah  tidak ada upaya hukum 

lagi bagi debitor.36 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Yayasan  
 

2.2.1  Pengertian Yayasan  

Definisi yayasan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan 

hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan 

didirikan untuk tujuan sosial. Yayasan pada mulanya digunakan sebagai 

terjemahan dari istilah Stichting yang berasal dari kata Stichen yang berarti 

membangun atau mendirikan dalam Bahasa Belanda dan Foundation dalam  

Bahasa Inggris.37 

Beberapa pengertian yayasan yang dikemukakan oleh beberapa para 

sarjana atau ahli hukum : 

Definisi tentang  Yayasan  menurut  Mr. Paul Scholten adalah suatu 

                                                             
36 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, UMM Press, 
37 S. Wojowasito, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1981, 

hlm. 634 
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badan hukum yang dilahirkan  oleh suatu  pernyataan sepihak, dan pernyataan  

itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu  tujuan  tertentu, dengan 

penunjukan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.38 

Van Apeldoorn memberi pengertian Yayasan adalah harta benda yang 

mempunyai tujuan yang tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya. Adanya 

harta benda demikian adalah suatu kenyataan. Juga suatu kenyataan bahwa dalam 

pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah sebagai suatu subjek hukum.39 

Breigsten  memberikan penjelasan Yayasan adalah suatu badan hukum 

yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan  untuk 

membagikan harta kekayaan dan penghasilannya kepada Pendiri  ataupun 

penguasanya di dalam Yayasan atau kepada orang-orang lain, terkecuali 

sepanjang  yang  mengenai terakhir  ini, yang demikian adalah untuk kegunaan 

tujuan ideal.40 

Pendapat tentang Yayasan, menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. 

Kansil, Yayasan  atau  Stichting (Belanda), suatu badan  hukum yang melakukan 

kegiatan dalam  bidang sosial.62 Subekti, menyatakan bahwa, Yayasan adalah 

badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan  tujuan sosial dan 

tujuan tertentu yang legal.41 

Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan : 

                                                             
38 Ibid,hlm.635 
39 Ibid, hlm. 66 
40 Ibid, hlm. 66 
41 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.Cit, hlm. 198. 
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“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan 

diperuntukkan  untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan, yang tidak mempunyai  anggota.” 

Dilihat dari defenisi Yayasan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) 

tersebut terdapat empat unsur penting, yaitu : 

1. Yayasan merupakan badan hukum. 
 

Yayasan secara hukum dianggap dapat melakukan tindakan-tindakan 

yang sah dan mempunyai akibat hukum  walaupun secara nyata yang 

bertindak adalah organ-organ Yayasan, baik Pembina, Pengawas maupun 

Pengurusnya. 

2. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan. 
 

Yayasan mempunyai aset, yang diperoleh dari modal atau kekayaan 

yang telah dipisahkan pendirinya. Maka Yayasan secara hukum memiliki 

kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri. Pemisahan harta kekayaan 

tersebut sebenarnya bertujuan mencegah jangan sampai kekayaan awal 

Yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama 

Pendiri. Jika tidak demikian nantinya harta tersebut dianggap masih tetap 

sebagai kekayaan milik Pendiri Yayasan. 

3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan pelaksanaan nilai-

nilai, baik keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan. Dari hal ini diketahui 

bahwa Yayasan sejak awal didesain sebagai organisasi nirlaba yang tidak 

bersifat untuk mencapai keuntungan (profit oriented) sebagaimana badan 

usaha, seperti PT, CV, Firma dan lain-lain. 

4. Yayasan tidak mempunyai anggota. Maksudnya, Yayasan tidak mempunyai 
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semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV 

atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Namun, Yayasan tentu 

saja digerakkan oleh organ-organ Yayasan, baik Pembina, Pengawas dan 

terlebih lagi peran utama pengorganisasian Yayasan berada di tangan 

Pengurus dengan Pelaksana Hariannya. 

2.2.2 Dasar Hukum Yayasan  

Indonesia telah memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur tentang 

yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Seperti diketahui, 

sebelum dilahirnya Undang-Undang tersebut pendirian yayasan di Indonesia 

dilakukan berdasarkan kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi. Dalam hal 

tersebut dijelaskan bahwa42 : 

a. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang- ulang 

mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat 

yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga 

beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian; 

b. Doktin adalah keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan; 

c. Yurisprudensi adalah pendapat sarjana hukum terkemuka yang besar 

pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. 

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini diharapkan dapat 

                                                             
42 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum ( cetakan ke 4 ), Sinar Grafika, Jakarta, 2019 
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mengatasi berbagai masalah  mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum 

yang kuat dalam mengatur yayasan di Indonesia. Namun dalam Undang-

Undang tersebut ternyata dalam perkembangannya belum menampung 

seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam  masyarakat, sehingga 

perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut. Perubahan 

tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban 

hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. 

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan penyempurna 

dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang ini 

dimaksudkan  untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta 

memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, 

sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum 

dalam rangka mencapai  tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan. 

f. Berdasarkan UU No 16 tahun 2001 tentang yayasan, dikatakan bahwa 

yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 

dan diperuntukkan  untuk mencapai  tujuan tertentu di bidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan  yang  tidak memiliki anggota. Yayasan ini 

diperbolehkan mendirikan badan usaha yang  kegiatannya sesuai dengan 

maksud dan  tujuan yayasan. 

Dengan adanya sifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, menjadikan 

Yayasan  tidak  mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha Yayasan juga tidak 

dapat dibagikan kepada semua organ Yayasan, seperti yang disebutkan dalam 
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Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa, ”Yayasan tidak 

boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan 

Pengawas,” kemudian  pasal 5 juga menyebutkan bahwa, ”Kekayaan Yayasan 

baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh Yayasan 

berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara 

langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, 

karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.” 

 

2.2.3  Organ-organ Yayasan  

Menurut Pasal (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas 

perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan 

bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan 

Pengurus. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa : 

a. Pembina 
 

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan 

bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan  yang  

tidak diserahkan  kepada Pengurus  atau Pengawas oleh Undang-Undang atau 

Anggaran Dasar. Dalam hal ini Pembina adalah merupakan organ Yayasan 

yang  mempunyai  kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala 

hal yang menyangkut Yayasan, yang tidak dapat diserahkan pada organ lain 

oleh Undang-Undang Yayasan ataupun Anggaran Dasar Yayasan. Adapun 

kewenangan  yang dimaksud yakni terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) 

Undang- Undang Yayasan yang meliputi : 

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 
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2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus   dan anggota 

Pengawas; 

3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar 

Yayasan; 

4. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan; 

5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran 

Yayasan. 

b. Pengurus 
 

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pengurus 

adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang 

yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang  

mampu melakukan  perbuatan hukum, dan Pengurus tidak boleh merangkap 

sebagai Pembina atau Pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, 

pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau 

pihak lain. 

c. Pengawas 
 

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 

diberikan definisi Pengawas yaitu organ Yayasan yang bertugas melakukan 

pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan 

kegiatan Yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang 

kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan 

harus memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas. 
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Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab pengawas Yayasan 

diserahkan pengaturan sepenuhnya dalam anggaran dasar Yayasan. Yang 

jelas pengawas Yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 

menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Pengawas Yayasan 

diserahkan pengaturan sepenuhnya dalam anggaran dasar Yayasan. Yang 

jelas pengawas Yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 

menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. 

 

2.3  Tinjauan Umum Tentang Kreditur  
 

2.3.1 Pengertian Dari Kreditur dan Macam-Macam Kreditur  
      

Kreditur adalah  pihak  bank atau  lembaga pembiayaan lainnya yang 

mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang 

atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan 

lainnya karena perjanjian atau undang-undang.  Debitur pailit adalah debitur yang 

sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan. 

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era  

UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, 

yaitu sebagai berikut: 43 

1. Kreditur konkuren  

Kreditur konkuren ini diatur daam asal 1132 KUH Perdata. Kreditur 

konkuren adalah para kreditur dengan hak pai Passau dan pro rata, artinya para 

kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang 

                                                             
43 Jono, 2010. “Hukum Kepailitan”, Sinar Grafika. Jakarta. Hal.6 
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didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing 

dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta 

kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai 

kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang 

didahulukan.  

2. Kreditur preferen (yang diistimewakan) 

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat 

piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan 

kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-

undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi 

dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. 

Untuk megetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam 

Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.  

Menurut Pasal 1139 piutang-piutang  yang diistimewakan  terhadap benda-

benda tertentu antara lain :  

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman 

untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini 

dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari 

semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari 

pada gadai dan hipotik;  

2. Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang 

menjadai kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai 

kewajiban memenuhi persetujuan sewa;  
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3. Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;  

4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang; 5) Biaya 

untuk melakukan pekerjaan  pada suatu barang, yang masih harus dibayar 

kepada seorang tukang;  

5. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan 

sebagai demikian kepada seorang tamu;  

6. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;  

7. Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukng kayu dan lain-lain 

tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak 

bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik 

atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.  

8. Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang 

memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, 

pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.  

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya 

yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya 

adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari 

pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebaga berikut:  

1. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan 

penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai 

dan hipotek. 

2. Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk 

menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi.  

3. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan.  
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4. Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar 

dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah.  

5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si 

berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir. 

6. Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersrama, untuk tahun yang 

penghabisan.  

7. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu 

terhadap sekalian wali dan pengampu mereka. 

3. Kreditur separatis  

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH 

Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai 

kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri 

menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan  pengadilan (parate eksekusi). 

Hak tersebut untuk : 

a. Gadai 

Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang 

diberlakukan  terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan 

gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan 

atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai 

(kreditur).  

b. Hipotek Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 

m3 dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.  
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c. Hak tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-UndangNo. 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda 

yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas 

tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.  

d. Jaminan fidusia Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminankan dengan gadai, 

hipotek dan hak tanggungan. 

2.3.2  Hak-Hak dan Kewajiban Kreditur 

 Kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang 

memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan hukum, Bank, Lembaga 

Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak 

maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang 

debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau 

penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut.  

Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja 

yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan 

barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk 

melakukan pelunasan hutangnya. Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh 

kreditur atas debitur, diantaranya yaitu:44 

1. Menerima pembayaran utang dari debitur 

Hak pertama yang dimiliki oleh kreditur tentunya adalah menerima 

sejumlah pembayaran utang dari debitur (peminjam utang). Pembayaran 

                                                             
44 Andreas Albertus, 2010. “Hukum Fidusia”, Penerbit Selaras, Malang. Hal. 31 
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disini bisa dilakukan secara cash atau tunai maupun dicicil tergantung 

dengan perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur. 

2. Menentukan biaya yang dikenakan kepada debitur terkait proses utang 

piutang. Sebagai pihak pemberi piutang, kreditur memiliki hak untuk 

menetapkan biaya yang akan dikenakan berkaitan dengan proses utang 

piutang. Biaya ini bisa berupa biaya administrasi dan atau berupa bunga 

yang dikenakan dalam periode peminjaman utang oleh debitur. 

3. Mengenakan denda keterlambatan pembayaran. 

Kreditur memiliki hak untuk mengenakan denda kepada debitur, apabila 

debitur terlambat dalam  melakukan pembayaran utangnya kepada debitur 

atau pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan 

sebelumnya. Tempo pembayaran dan juga denda keterlambatan juga telah 

ditentukan sebelumnya. 

4. Menguasai jaminan utang. 

Dalam proses perjanjian utang piutang, debitur pada umumnya harus 

memberikan jaminan utang kepada kreditur. Jaminan utang bisa berupa 

surat berharga maupun benda-benda bergerak lainnya. Kreditur memiliki 

hak untuk menguasai objek jaminan utang tersebut selama debitur belum 

menyelesaikan atau melunasi utangnya. 

Sementara itu, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kreditur adalah 

sebagai berikut:45 

1. Menyerahkan sejumlah dana sebagai piutang kepada debitur. 

Ketika perjanjian utang piutang telah ditetapkan, maka kreditur memiliki 

                                                             
45 Ibid Hal. 32-33 
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kewajiban untuk menyerahkan dana kepada debitur sebesar pinjaman yang 

diajukan dan disetujui sebelumnya. 

2. Menjaga dan mengelola jaminan utang dengan baik. 

Kewajiban kreditur lainnya adalah menjaga dan atau mengelola hak 

kebendaan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan utangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/3/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Doni Hendra Devin Samosir - Analisis Putusan Terhadap Penetapan Penundaan Kewajiban ....



50  

 BAB III  
 

METODE PENELITIAN 
 

3.1  Waktu Dan Tempat Penelitian 
 
3.1.1  Waktu Penelitian 

 
Tabel Perincian Waktu Penelitian 

 
No. 

 
KEGIATAN 

WAKTU PENELITIAN 

2022-2023 

Oktober- 
Desember 

Januari-
Maret 

April-
mei 

Juni-
September 

1 Pengajuan Usulan 
Penelitian 

               

2 Perbaikan Usulan                 

3 Pengajuan Data 
Riset 

                

4 Penyusunan 
Skripsi 

            

5 Bimbingan Skripsi              

6 Meja Hijau                 

 

 
3.1.2 Tempat Penelitian 

 
Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan yang 

beralamat di Jalan Pengadilan No.8 Kecamatan Medan Petisah Tengah Kota 

Medan Sumatera Utara . 
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3.2  Metode Penelitian 
 
3.2.1  Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka.46 Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian 

digolongkan ssebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh 

adalah data sekunder. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang 

dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang 

paling sesuai dengan sifat penelitian ini.. 

 

3.2.2 Sifat Penelitian 

 
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan 

teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan 

permasalahan.47Sifat penelitian adalah deskriptif, yakni penelitian kualitatif akan 

melakukan penggambaran secara mendalam tentang masalah situasi atau proses 

yang akan diteliti. Karena sifatnya ini, maka penelitian kualitatif tidak berusaha 

untuk menguji hipotesis, atau tidak menjadikan hipotesis sebagai asumsi awal, 

tidak bermula kepada keinginan untuk memecahkan masalah yang terlebih 

dahulu dihipotesiskan, karena tidak ada hipotesis yang diajukan para peneliti  

                                                             
46 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal13 
47 Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta, 

Ghalia Indonesia, hal. 97-98 
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kualitatif. 

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan (library research). Studi kepustakaan digunakan untuk 

mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti 

terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi 

kepustakaan, data sekunder terdiri dari : 48 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (autoritatif). 

Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian 

ini, yaitu : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

c. Putusan No 24/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Medan 

2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil 

karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, website, buku-buku yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

                                                             
48 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 57 
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3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini 

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, 

kamus bahasa inggris-indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, dan lain- 

lain.52 

4) Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses 

interaksi dan komunikasi. Penulis mengadakan penelitian secara langsung 

dengan wawancara dan Tanya jawab dengan penegak hukum yaitu seorang 

Hakim. 

3.2.4  Analisis Data 
 

Data yang dihadapai baik yang bersumber Putussan Nomor 24/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Mdn, dari buku, karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang 

terkumpul berkaitan dengan penelitian, diamati dan mampu untuk diterjemahkan 

kemudian dijadikan bahan referensi. Dari hasil analisis tersebut diharapkan 

mampu memecah permasalahan yang diteliti. 
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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Simpulan  
 

 Adapun yang menjadi kesimpulan Penulis terhadap pembahasan diatas 

adalah : 

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah salah masa 

musyawah antara Debitor dan Kreditor yang di supervisi oleh 

Pengadilan Niaga untuk memungkinkan Debitor menghindari 

kepailitan. Siapa saja dapat mengajukan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang baik lembaga berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum dengan memenuhi persyaratan yang tercantum pada 

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang Nomor 37 Tahun 2004. 

2. Jika debitur tidak melaksanakan isi perjanjian dengan sempurna maka 

dapat disebut tindakan ingkar janji tersebut dan dapat terjadinya 

pembatalan perjanjian (Pailit). Peralihan resiko Benda yang merupakan 

obyek janji sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung 

jawab dari debitur dan Membayarkan biaya perkara yang ditimbulkan.  

3. Berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap penetapan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang kepada kreditur yang dimohonkan oleh 

Yayasan Sari Asih Nusantara tidak dapat di tolak, karena Yayasan Sari 

Asih Nusantara sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon PKPU. 

Menurut pasal 224 Undang-Undang Kepailitan, permohonan PKPU 

harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai daftar 
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang Kepailitan 

beserta surat-surat bukti selayaknya.  

5.2 Saran  
 

Adapun saran Penulis yaitu : 

1. Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kita harus teliti dan 

memperhatikan apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan yang harus 

dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004.  

2. Sebagai Kreditur maupun Debitur harus melakukan isi perjanjian 

perdamaian pembayaran utang secara baik dan sempurna, karena 

apabila salah satu pihak melanggar isi dari perjanjian tersebut maka 

perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan (Pailit).    

3. Pada dasarnya perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang ialah perjanjian berdamai antara Debitur dan 

Kreditur yang dimana isi perjanjian tersebut harus di laksanakan secara 

baik dan sempurna. Apabila debitur melakukan pelanggaran terhadap isi 

perjanjian tersebut maka kreditur berhak menuntut debitur dan 

membatalkan perdamaian. 
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T---90" """""'· ,_. - · -
Pt- dlllnl be-"""""' 

TE:NTANG OUOUK PEAKARA 

Memmb1ng Nhwa berdalll\an Putusan Per.Q~"tlon Ntag.a pada 

Pengadil11n Noprl Mod1n Nomor 241'Pdt.St.&PKPUI2021/PN Ni-ol Mdn hari 

Senn, 1ettangg11 21 JUI"' 2(.)21, Yay8$8n Sari AMI Nu .. nttta {OeQm PKPU) 

tebll dwr,·.mkln Gtllm kNlilan penundaan kewf4b., pem~ynn tAang 

~ ..,.. MlbM hl.lkl.ftYadengan .,., ~ ~ bentut 
MEN GAOtll : 

1 ~ ~ PKPU yang dllj!Qn ., Ptmohon PKP\N 

Y~ S..IWh ~ seWcuO.bilat Uf'IIM~• 

2. Membentan PKPU 5ernentar.1 ll;epada PemohOn PKPVI Yty ... n S.n Nb 

NlMI"'II,. tefaml 45 (empat putuh ima) Nrt klltndtr tetnleung setCfl 
tongg•l Pulu,IA Portnohonttn PKPU lni diucapklt\, 

3. Menunjul SIUdl:'/11 Hendra UUimil Sot..rdodo, S . .H.,M.H., Hakim Niago di 

Pef91dillft NIIOI pads Pet~gadMil H:egeli MDdln Mbtgal H~kitn 

Pe~~gaw ... 

4 ~.,...din tl'lef'IUt'IJUii. . 

li&arvdut SW!tjunt*. SJt.. M.H., M.BA., Kuttlllar din Pqwus yarg 

lel'dabl di ~ tUun dal Halt AYsi ...,..,. CeR)an Sisal 

fk*li PwndlftwM Kl.lrMw 4o1n Pcf'9oi'V$ No.. NfU. 214 AH,.Ool ~·18.. 

TII>OQII 0\! U. 201&. Bot- - S.U.W- ... , ... ,. • 
Retail Jt. ~utlumi No 4 Kefu'atren Aur, Keelimalo1n Mocla"t 

~n.KotJ Modon. 

2. Nuh;lf'M'IId AdU, S.H., Kurator dan Pqurut YI"' lefttaftar dl 

Kememorlan t'lukvm dan Hik Atasl t.!3nusl• Clengen Surat Bukti 

Pend•r•n Kt.lrotot dn Pengurus No. A.l-l.J· 172 AH.O<I 03-.2019. 

Tanggtl 12 AQUIIUI 20t9 Sec-alamat dikanlot .kin C.! & Partne~ Jl 

81'1gjend Kt!WMO ~ tstana PlimiiJ 86olt F No."- 0, ff.lk.rahan Sei 

w.i. ~-Modan UHn.m. Koca ""'*-': 
urU ~ ..-u 11M P£HGlRIS guna ~ rwta Peroohon --PIU'II. 

5. .,..,_.., ""' -OilgOO -- Old• ""' - langgal 6 
Agustut 2021, P"*" CKI 00 WIB, lle<'IO"l)al eli ruq •ld~ng Cekra VII 

Pe~ilan Nllp paOli PtnglltdiiMI Heger! MOCian; 
~~ 2 dMI 1' hatam.n putus~tn Nomor 24/P(It.Su•·P~"i/ftlhlln 
Pwrmr~MMVID2f!PN IW~ lldn 

I 
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8. Memet'intahk.an Petg1.11.1s unb.AI rnomanggU Pemohon PKPU, d:.n Part 

Kredilor yang d.kenal dengan sural tercetat etau mell.,i kiS'ir untuk 

menghadap sidaf'94id<'t"'9 yang ditentu\:an, 

7 Menets~an biaya pe~tan dan ~mbalan .11'-" Penguru:s akan ddelapkan 

k.omudlan letelall Penundaan Kewajiban Pembayaran Ulang (Pt<PU) 

betak.htr; 

8. M~uflkan !Maya pom\Oflonan Penun~an Kewajjben Pemb~y~mn 

Utang (PKPU) 1nl $Smpa d~an Penundaan Kews,ban Pembayaran 

v..,.,g (PKPU}bera'<hir; 

Menunbang, bai!wa tOiall membaca dan mempelajari Pmjanji;:m 

Perdama1an. da!am ~s Penundaan Kewa~ban Pembayamn Utang Yay-Man 

Son Atlh tlleanlara (Oalam PK.PU), dengan rirci~n kMepaka~n dan dengan 

SW!ta_t-syarat )'aF'I'J pada pcitOitn'ya $ebagai betl:ul 

PER.WIJIAN PERDAMAIAN 
Pada tanggal 30 ~pt4mber 2021 telah c;hl~lrultan pembahasan proposal 

perdamaian dM pemungutan suara yang dilar9utkan kembali pada tangg~l "' 

otttober 2021 det!Qan h&$2 rekapiu.lfasi seNga:l berikut 
1 K~dtb.d y:mg tladlt dan vang d;...nkii oW\ Kuasa Kredtur 

Jumlah Kteditur ; 1o...339 Kreclltur, 

Jumlah tag!han : R.p 28.689.7$3..000,00; 

2. Jumtah Suara KrQCfi!ut! 

2.1 Seb.lju 

2.2 Tdlk Sei>Jju 

• 6035 Kredmu; 

: 2331 Kreditur, 

3, Jumhah ugll::.n K1edib.Jr. 

3.1 ragihan Serufu : Rp20.078.315 000.00: 

3.2 Taglhan Tdak Setujwtp.8 &t 1 420.000,00: 

Menlmbang. balw«J k9~1~n potldam:..lan ant:..ra Debltut dong~n 

Ptra Kredirur tersebut d!tuall!kan Galam Al<la NOMOt 03 ~angga:l 5 C*tCbtr 

2021 yang diboat eli hadapan Zaistka t<Mirunnisafot, S H,,M.Kn • Notaris di 

Kct01 Blrf!t!i cfla!ur dengan rirlcian dan &Yarat av;,mt .o~ berikut. 

Pas.&! 1 

~~ Ji:tediiiJr dalam ratlgka pe~utan suara (Voting} pads tangga! 30 

(tig;i pulul\) $eplembet 2021 {dua tbJ dua pUuhsatu) dAat!j\.(kan kemball 

~gal 04 (8!llNIU C*t~ 2021 (dua ribu dua puluh sa-:u), oleh k.arena 

adanya siiOf polakS:maan o~h Haldm Oengtwas at.Js keseP31<.813n 

HM 3 thrl 11 h.raman pufiiHn Nomor 241Pdt.-Sus-PKPI.¥Petf9esthan 
Pe«<atn*'N202tiPN N~ow lldlt 
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' 

bersama lafl99il! 30 (bga puluh) ~ber 2021 (dua ribu due putuh 

salu) 

Pada !Mggal 04 {empat) Ok.tctlor 202 1 (dua obu due p4.11ut'l satu) 

penghitmg~n $U¥1 dilar,futbn kembali sebl.,..man11 kesepakatan 

tarwal 30 (liga p!A.Ih) September 2021 (clJa ribu duapuluh ~atu). bahwa 

hUll Penungutan suara (Ve>til'lg') eeba!}31maDa dNm !>orb ~C)NI 

penghltvngin suara dalam r~l kreditur Yayasan Sati ASII Nusanl8nt 

adatah Seb3'.;ll berllUI~ 

Jumtarl KteditUI seJtilat adalah 34.107 {tig<J l)\lluh fmpat ribu ser8CU$ 

tuiuh) ltreditur $ebagaim&118 dlmaksud dRm PMeta~ diatas, yang 
oleh karEN betdil$<!11'kan ketentuan Pa~al 281 crtal (1) Un(fang.lklcfang 

Nomor 37 tahoo 2004 tent.,ng Kepalitaa dan pemndJOJn Kewa~ben -P.!m!bayaran V!a1'9 (PXP.U ), malca telah dJetapbt 29.343 (<'u& puh..ch 

~mbian rbu ijga r&'!us ampat pttluh tiga) trecfl!ur be«tsS<\Jt.an 

penetaJpan ttrtantn.al 23 ((Ius ptlklh tiga) Septefnbeor 2021 (du& ribu eua 

puk.tl satu) yang menuhi keterl:uan P~ 281 aY!J (1) , dan k/ed4Ut yang 

hadir dalam pem~,.t~gutln suara (Yeting) berjumlah 10.389 (&el)llh,ih , bu 

tiga: ratus ~p3n p..h.m sen:bt!Jn) kr!Mtitur ben:l~:~wt~yw wm. absensi 

rapM kredifiT. 

KrWitur dcng~n su~ra 29.1.21 {dua pulllt ..-mbilan rit)u watus du:. 

,ouluh saN}. serta yang l!adlr datam l)effUIJjiUUft SUft\1 (V¢CII'I9) berjurnlah 

10.336 (sepuluh ribu 6ga ratus tiga puUI•nam): 

Krodlat yarg $8Wju rencana perdarnai&n juml#l 6035 (tnam ribu l!ga 

pu~hltne); 

Jullllah tagihan krediw yang setuju rencana pei'<Wnailtl A:p 
20.078.315.000,00 (dtta puluh mily<lr t~ puluh d• l&pan juta liQ& r.t!V$ 

Rnil belaJ iibu): 

Kreditllf yall;) lidak setuju rencana perdamaian beffumlal'l 2331(dua ribu 

1iga rotus tig3 pu!uh satu) kreditw; 

Jum!ah li)Q'Inan tredittJ' yang fdak &eluju r.aon<:aR3 perdam.aian Rp 

8.611.420.000.00 (<Jelapan mlya1 enam ral\a s~ it.ta tmoat mtvs 

dua puluh nbu rupiah): 

Sebagaimana 1t.etentuan pasat281 UU rttllO' 3T tahltl 2004, tna~kll kreo«ur YIW\9 

aecl.fu atas rencana pefdamaian yang diajukan debillr tela.h l'l"'efflen~ 

ltct~n ptt,al 281 W nomot 37 tshun 2004; 

PASAl2 

HV 4 rhrl 11 htJJ~m- putusMI Nomor 2.C'Pd!..&r.P~~hM 
PfN'CUmMni20211PN NMfl6 lldiJ 
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Oebltur Ieiah menyalakan dlr1 menyangg\4)11 mol•kNnakan reocana 

pembayaran dcllan kepada ktedilur bordasa1kan PfQPONll Rencana 

P(trd;.m:.~n Rt vi•l tru~na yang diberikan kepeda saya, Nouuia, yang 

dilekatkan paela mlfM!W akta t.l • yang bertalia.n dC091t11 t utal pe:mya1aan 

kes.anggupan, Nomor: 02. lerbnggal OS l,)ima) Olltobtr 2021 (dua ribu du.a 

puklh saM )lt'1.11!J dibuM dihadapan saya, Notaris., bahwt~ Plht'lf( Pertama/ 

Plhalt Oebitu• (l'le~gupl dan seprut IKliUk meJa!l'*an pembaya111n 

kepada Pihak Ktedlluf secal'i rutin dan terau sebagatnana di uraikan 

SObilljl.oai borikvt • 

• Jatuh Tell'IPO a;;:,n Tei\Un Clcilan 

1), J#Nh Tempo T111mat Anak Sekolah 2021. 

T ~f)un pc~nelcltan : 

Oktobef 2022 (dua iibu dua pt,altJh dua) senUal 30% (lig.a pUIUh 

perseo) 

Oldober 2023 (dua ribu dua puluh tlga) 1:Wnilal 20%. (dua poJ!.Ih 

perst.n) . 
Oktobet' 2024 (dua ribu d.ua puUl eml)8t,) senl'ai 20% (dua pufoJh 

perset~) : 

Olaober 202$ (dua rb u dua pvluh IWna} seNbi 30% (lisP puluh 

pef"See'') ; 

2). Ja.tvh Tempo Kontr.lk Umum 2021, 

T c.thun penciellan: 

Oiciober 2023 (dua ribu dua pulutl liga) senllal 30% (tiga puluh persen); 

Oittobor 2024 (duo libu dua puJul'l empst) senlkll 20% (due puluh 

pemen): 
Oktober 2025{dua ritlu dua ptA.Jh lima) senJai 20% (dua puluh persen): 

Qt(IOber 2026 (dua ribu du• ~ en•m) $enil11i 30~ (ligo puluh 

persen); 

3). Jatuh Tempo JabAl Tempo 2022. 

TehUn peoclcllan : 

4 OktOber 2024 (dua rlbu dua SJYUt empal) $el')llal 30%(11ga ~luh 

pof$.0n): 

• Okt<lber 202!5 (dUa ribu dua pu1uh lima) senilat 20-'4 (dua puluh pen.en); 

• Oktcber 2026 (doo libu dua puluh enam) seoilai 20% (dLe puluh 

perscn); 

• Oktcber 2027 (dl.la riba dua pul.Jh tvjUh) $~ 30% (tlga puluh pef'S.en): 
Har ~ riNi 11 ,_.,., putllnn Homor U/Pdt.~PKPUIP~ 
P«ddmMant20't1/PN Ni~~P Mdn 
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4) Jarun Tempo J~ll Tempo 2023. dan seterusnya, 

T ahun pencicilan · 

Ok.1obef 2024 {dua ribu dua pl.ilull emplll) s.enlllli 30%(hga pUuh 

penen), 

0-r 2025(<Na rbl rua pUiuh fima) &eniloi 20% (<i>o puluh .,.....,,, 

Okklber 2026 (dua ti:lu dua puluh enamm) senilai 20%(dua pufuh 

........v. 
Oktober 2027 (dua ribu dua ptJlJh cojuh) seni&ai 30 % (tiga pult.il 

perset* 

Sis>em peml)ay8tafl mana dl lakuka.n ~ngsung kepada Para Kte<fCur 

dan atau keJ)id8 Para Kuasa Hukum Krechtur. selelah adanya 

dilekuka.n pengan'U'r'l3n oleh Oeb!t\.1'. 

Battwa pelak.SaniWI pembayaran diattu.nakan :sej~ bullln Oktobet 

2022 (dua ribu dua pu!uh dua), aerta untuk menjamin dcbitur bd• 

aka-1 lalai melaksanakan kewajibannya, milk.<~ cfebitur ~ s.uk-.ateiJt 

dan iklas mcmycrahkan hclrta bert.~~* tan&th dan bengunan yang 

i!rQtal masi~-maslng at;)$ Mtna tmlnyur Rusrnani Manurung, 

M.-gistor M.anegemen, yang atau disebut dan diru!ls Juqa dengan 

Rusme!nl Manurung, M;tglster Managemen, yang atau diSCbvl dan 

ditulis juga dergan Marince Kristina Hutaba.ra!. Badlerat of M yang 

atau di&ebut dan cftuli5 jugll deng;an M;arlinQe H!.11Ab:.~t dang;~n 

tindan 5Cba$1ai borilut 

1. Se11itlk:al Hak MIMe. Namor 00877, Jtas n.ma lns.iny\lr Rusmanf 

M~C~nurung, se!U:K 120 m2 {seratus dua ~h me-1er persegl). 

beri:ed\.ldukM d1 Sumatera V!Bia Oee.a Bandar Setia, Kecamatan 

Porcut Sei l uan, Kabupelen Dei serdang; 

2.. Sertifikal Hak Mik Namor 00902, sta:s nama Rt.u;nani Manurung, 

a.ehJB! 120 m2 (Mfa!U& dua putuh me;er pe1'6egl), bertc.edooukan dl 

SumMera Utata Oesa Bai'Jdar Setia, Kecamatan Percut Se4 Tuan, 

K01bup:ttM Del serdang; 

3. Seniflltat Ha.k Mille Namor 00903, atas nama Rusm;~nl Manun.ng, 

setuat 11 9 m2 (seratus sambilan be&as meter perseg~. 

borkoducllk:al'l dl Sumatera Utata De-sa B3tld3r Sella, Keeamatan 

Percut ~ Tu:.n, 1\abuPGten Dell sensang: 

-4. Serfifika1 Hall Mlik N~ 00508. atat nama Marllnce Kristina 

Hul%li»rDt. Bacbelor of Art., selua& 257 m2 (dw r;~tu$ llm~t puluh 

H•l e: tW1 11 hM• miHJ pufU$111 Nomot 14/Pdi.Sus-PI<Pf.A/Pe(!fltQhfl 
PWern~01:11PN Nl.g• Mdn 
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-

..... -....,...;)........,....... .. - ...... -. ..... 
Pukt Btayan 8engket Baru. Keca'niWI Mtdiln Tlmur, t<.cu Mfd•n .. 

5 S.rtillbl Hak Mifik NCII"'"'or 00131, atat I'IIIMe Metlin<:e Kf11~na 

Hut1btlra1 Becherof Ql Art. telu.as 1!54 m2 ('*atua hm3 p!Juh 

ft'I1CIOI mtler peraegf), berl<edudulmn di Sumatore Utan~ . Oeae 

SioPIJ1 So$01. Keeamatan Pargururan, K1~ton SwnoW. 

8 Sutll Polop.aen .H3k denpn C.ntl Rogl NamOf 

st2 212621HP/19i7 ltfUI~al21 (<'UI puluh Mtv) .J~ 1991 (seribu 

Ml"bblan retas .e:nbian plil.tl ttlful'\), 1tt1 MINI M1rtince Knstna 

H, ........ •SZG m2 (~ ri1u lm:l rlMW dua pull.ft -..m m1!'W 

-). ~ .. SoM1IIIOtO ..... oo.. ..... -

~·"---...... OoiSOnSo<lg PASAL3 

KEWAJJBAN 0£81TUit 

·;Ktwllibln Oebllur atn ke~8ketan Para Pihf.lk tebaga; bMk:ut 

1).0obl!ut bc!tkewajibolln mcmbayar cic:IJtn kepoda para lc.teelcur 

dengan ekema yang (IIJra!kan dlsebul.k.in dliltm perjanjWI ini. 

2) Ottb'tUf menjam~ J"Mn melakunakartnya dengan pef'IJh 

WtiQOul'lg jtwab membayar ciciilln ke.pacla ,_a lttedm.": 

3.1 ~ ,_..,. .... ---·-- ..... - ...... ...... ............ -· .... -.... .,.....,....,.. 
~""*~~·~~ttildiOJr, 

4 )AUt .,. yang teWI cf....,._kan aeD~g<M j!nlnM pellkSanaan 

kewe,il>an d!l!biur kepadl ktedilK bet\411 horta tnllft 4aln etas 

1\11"1\1 lnainY"r RUsm31'1J Manurul'lg, iouo• dtnuan A:usrnaini 

Manurung dan Marliflce K.nst!na Hu-.r~t. Baeherol Of At1 yang 

ltau dllebul ctan dituli~ juga dengen Marllnce Hutabarel tklak 

dop•t di juat k~d~ pihalt ketlga, to:ecu•li l!ll.tt k•MP.;Iic~lM 

boruma c»engan pam: kredilur, Mhingge Oleh ..._,tn1ny11 ala$ 

110111 turM41.1rat kepemilkan 61s.impln dIn d~pbn kepada 

pejobll 1""'9 - .......... "" - Y""'l -· _,..,.,.... __ llel>olur __ _ 

PASAI. 5 • 

SANKS! 

DIMirn hll dtbitur 11111 dan ddak melai<Sanlllan kewtlf:l•nnya kepada 

para krtch•ur Htual •kerna pembayaran yang dluralkln ctan dlatur cSaiatn 

HMI 7 dMf f1 h.tMnen pul~ Homot 24/Pdf.Sut•PK~..-., 
-moi/11112021/PN N~ lldn 
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.. 
• • 

PUTUSAN 
Nomor 24./PdtSus·PKPU/Pengesahan. Perdamal~n/2021/PH Nl.ag;a Mdn 

DEMI KEADILAH BEROASARKAN KETUHAHAN YANG MAMA ESA 

Pengadllttn Niaga Pild~ Pengactllan Negeri Madan yallJ mometit$a dan 

mefnJtus pen:ara oeono~an Pe:nunela•n Kewajiban Pel"ft)ayaran Utang J)Jda 

llngkat pettema 1Citih Me-nJot.uhJ!.an putusan manQOsahkol'l P~i~n I 

Homologa, i, dalam perl<ara Permohonan PKPU atas nama: 

YAYASAN SARI ASitl NUSAmARA jsci&J"ilutny;. <f'meb~:t "'Pvmohon 

PKPU"), dalam hal mi diwakili oleh Rv.anilni Manurung dlsebut juga lr. 

Ruamani Manurung. selaku Ketu.a Yayas~n $111 Atlh Nuaantara 

bcrdasattuln Akin Pcndirion No. 59 pi.'ldO tOn9$PI 11 Jull 1988 yang dlperbuat 

dlha43p:tn Linda Herawatl,S.H., Notans dt Medan, JO Ak.ta No 2 pada tanOI)al 

01 Obsemtler 2006 )'3ng d1pecbuat 6hadapan Ol.ana NaJnggolan.,S.H., Notam 

d1 M.ed&n (fotocopy t&flamp/1); ... 
Jenria Siahaan, S.H .• Advok.at dan Konsultan hutum P8da 'Law Office 

JENRIS SIAHAAN, S.H & ASSOCIATES", yang betelamat Kantor d i 

Jela n Asrama No. 108 f. G, Kel. Helvetia, Kec. Madan Helvetia, Kola 

Me-den v-ng dltunjuk sebagai Kuasa deri Ya_yaun Sari A1ifl Nuunbt~ 

berduarkan S u-rat Kua&a Khu&ut>tt~nggal 11 Jvni 2021; 

Pengadilan Nlaga Modan; 

Setfllah momba~: 

- Pt.rtusan Peoof)daan Kew3jtlan Pembayamn Utang Nomor Z4JPdt.Sus· 

PKPUI20211PN Mdn pada hari Senin, lettans!Jgal2t Juni 2021. 

- Plltl.&&oM perptllljangan Penundaan KewsiitJen Pembayaran Utang Hornor 

24/Pdt.Sus--PKPU/2021/PN Mdn., pada hari Kamis tanggal S Ag-ustus 202 1; 

- PubJsan perpal'ljangan Penul'ld~an Ktwaiib&n Pemb~yaran Utang Nomor 

24JPdtSu~I2021/PN M:ln., pada hari Senln tanggal 6 September 

2021; 

- Ke-sapattalan Perdamaian ;ant;ara o.bitoriPemohon PKPU Yvyt~wn Sari 

Asih Nusantara tertanggal 5 Oktober 2021. 

- Rek.omendasi Hakim Pcngawas.~trtanggaJ 06 Oktober 2021: 

H#l 1 dllll 11 halamM'I purusan Nomor U/Pdt.Sus·PKPUIP.nflNahM? 
~11¥2011/FW Hi~pa lldn 

' 
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pefjallJI<m 1n1. maka debilt.J" seketika df\yaJakM ldBh ingkaJ fan; , 

sehingga oWl karenanya para kredrt\6 beftlak urrtuk mcnetnpuh upaya 

huttum sesual l:elentuan hvlwiTI yomg borbku, dan etas jeminan yang 

dnyatakan dalam perJ&nJ!Cln tni dijad!Mn seb41gai peJTguratg VUing 

debitur kenada para kreditur: 

AI&~ !Jsa utang dabilut kepoda !»f'O kredltut wsji) dbgyo1rk:ln debhor 

sesual dengsn k.etentuan twtwm ya~ berlaJcu; 
Pasal 6 

Perjanjian ini tldak berakhi' dengan m8f'li'lgga~Y" atau bubamya .so~h 

salu pihak dalam akta im, akan tetapi d1teruskan dan t>erahlt kepada para 

ahi waria dan/atau pada poenerus 1\aklpengganti hak dt~n kedua belah 

plhalt 

Pasal7 

Qal:)m h31 seg:.la sesuaw Y81"9 tid~ di~tur atau tidak cukup dlatur da.Jam 

8kta lnl, akan dise!Blaikan tecara musyawarah dttn deogen 

mengUiamakan i1iked baik dM ma$i~.mss~ pihak. 

PaulS 

Mengenal perjanjian lnl d&n s.egala aklba1nya k~Mtua bclah pih&k mem11ih 

tempat tinggal yang tetaP d3n umum di Kantor Pan.tere Pengadilan 

NoSQri di Mod3n. 

Para plhak menymakan dengan 1n1 mtK'IjJmin akan leebenaran ldentilas 

pata plh3-\: sesuai tande pengenal dan seotta dOkumen-dokumen yang 

dlsampajkan keP&d<ill &a\'81, Notatit., $to:tla bet!:u~ung jawab sepenuhnya 

mas hal te~but csa;n atau apabila dilemudlan hari terdapat k<ekdiruan 

ot:al(IOn m8$atah m~kft seperr.1hnya menjad~ tanggurg jawa:b Parra Pihak 

sert~ Notati$ dan salc.s.-sak.i terbel:laskan dari segala luntutan, 

telanjutnya para plhak jug<t mel')'l)~kltn tcllth ~ngcrii dan memahami 

tsl ald:a ini 

Meoimbang, bahwa setelah membt'IIC3 ~l)()f'3n Peng"I\J$ 313$ ha$11 

Rapat Kredftur, dan Rekomeothlsi Hakim P@ngowt~s tei'Uing pcoses PKPU 

'(~yasan Sal'i ASih NuSJntere (Oalam PKPU) Tetap pada ha-ri SEnln, tangg:al 5 

Oktobef 2021. yang tel•h nwnbahas Renoan~ P..-damai~n d~k-lvd d~ 

merekomendasi:<tn homolOg~ cuss pe!damslan sntaJa Debnuc dan Para 

KrediWr Yayasan Sa!"' Asuh NU$8ntant; 

Hal t dad 11 h.e.IMan putuJUtn Notnor WPdt.Scn-~.ull•n 
Pwd•mMfn/1011/PN Hl._flll Aldn 
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• . . . 

Memmbang, bahwa unt!Ac monylngk.al plitusan mt~ka sogalo SMWtu 

yang termuat dalsm benla acara persklangan, d1enggap tel.ah letm\UII dan 

menjadi bag.ian yang tidak !e,Psah dan putusan lni 

M«llmbang bahwa akhimya para ptha1c menyatakan ficfak ada hal-hal 

yJng dl3)uk&n ltlgi <tan mohon pu~~~Mn; 
Tontang Pertimb1ngan Hulu~m 

Menimba.ng, baiM'a mali:SUCI dan tujuan laponln dan Re!lomoi"JCUUsl 

Hakim Peogawas kepada M3)eb Hakim ll'!tianooal 5 Ok.tot>er 2021 adalah 

sebaga1mana terural dl alas: 

Menmbang, batma pada dasamya Qenga.n diputusnrct Pt!t~vndaan 

KfN4Jib"n Pemb3Y3ran Utang (PKPU) t~ap. ttJkandung makna bahwa Oebilor 

berrr.aksud unluk menga,ubn ronceN pcxd:J.m3ian, yang dSip<al e;.rupa 

~awaran petnbayaran sett.rut\nya atau $ebag!Jn Ularq-utangnya kepada 

kredtOt•kredt«~mya. dl$ertal dengan jadHal dan j~ngk01 waktu pembayarannyl , 

Menimbang, bahwa dalam hubvngtaR lnl Debltor lela~'~ t9my.1t~ 

mengajukan rencana perdama1an kcpada P4'1f'a IO'editomya, un:uk mo!JildapaUo:an 

pene«ujuan; 

Me:nlmb&.ng, boahww Knepak.:lton Petdamalan yang cf~jukan tiaak 

dtetima OIM'I semu~ kre<litor secara aklamasl, Mhlng9a dii~:UI pemungu1an 

suara yang haSUn_y• m4'!yorltas kredlur yang memiliki hak $~ men~lnkan 

adanye perdamamalan; 

Merm1bang. barw.-a ke:se~at$n pen:temafan 1emya1a sudah 

dil:andatang;ani olefl sem~At t<reditor yang menyetujui p«dama:~an dan Oebitor 

Mrts dlk01ahul oleh Haldm Pengawas dan Tim Penguros, t<Jrtg99l 5 ~ber 

20Z1, yang 1s1nya terlamplr dan men.4)ok.an ba.gian ~ak tetSJ:iSOhl($0 dalf vraian 

perti'mbangan putusan ini; 

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamalan te.rsebiJI dl atas telah 

diluan~n Clalllm su.atu Ak!a Kesepatatan Pajanjian Oalam Rangka 

Hom<J1093sf Penundaan Kewajiban Pembaya10n HU!ang (PKPU) Nomor 03 

1~1 5 Ofctober 2021 yang dibual di hadapan Za6ika Khairuruisak. 

S,H ,M,Kn., Nolais di Kota Binjai; 

Menimbang, bahwa dMgan diterlmanya Pe~anjian Perdamaian a quo 

oleh P:.va kre<litor dt~n dtf!Q:n menyerallk:.ln Aku. K~paktttal'l Pefjanjian 

011001 Rangka Homologasi PeDUnd;nn Kewa!l'*' Pembaya-an Hutang (PKPU) 

Nomor 03 taoggal 5 Oktober 2021 VJI'IG <f•bual ell ttadapan Zais.rka 

Kh:alrunnluk, S.H .M.Kn., Not;ui, di Kola Bl'*"' kttmvh pereid.aosan, make 

Hill 9 dlNI 11 hahman putus4n Nontor 24/Prlt.Su~PUIPMge.ulun 
P..WmMan/2021/PN NlltQ• ltfdn 
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-· •• . 

M"'!elis 1-hbn hluus ltllt"WCMhkan PCI)anjlan Ptt!danlaian tc-rHbul 

sebag811l\31'1a dtMur dalam ketentuan Pasal 28} ...ayat (1 ), ~yal (2) Undang· 

Un:tang Noma 37 Tah~~rn 2004 tantang Kepall!ltan cfP! PI<PU; 

MeMT~ba~. bal\wa oleh karena temyata bdak IBfrtapal atasan yang 

k;ual unluk menyalakan menolak: mengesahkan Kese~ka1an Perd.amaian 

sebagunsna di3h.• d;)lom k4:1«nluan P;~sal 285 aycrl (2) hv•·uf ;JJ, b, ~dan d 

Undet~g..Undang Nomcr .1!. Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. maka 

det\9iln berpedoman k.etentua.n pasal 285 ayM (1) Undar.g-Unda~ Homor 37 

Tahun 2004 ter&ebul, Pengedilan wejib membftikan putu58fl mcngcna~ 

pengesahan perd.amaliM a qvo; 

Menlmbano. bJhwa dong~ <'d ... nya rwtu~n Peng3d~n ya.ng 

me~hkan Ke:MP41ktt~n Pesd&me~n a quo, lltiilk• mutatiS mt.Cendls 

Penundaan Kewaj.olban Pembaynn u~ (PKPU) menjadl befakl'll(, 

Menimbang. bchwa mengenai imbaJ~n r.tsa Tim P~ngurus dan biaYl! 
kcpengurusan PKPV a quo altan ditctapMnd\'llfm lfoW~Iu Pen~.n te,efld1ti: 

Uenirr.bang, bahwa perihal biaya perkata lni d~.nk01n kepada 

Oebitor Pemohon PKPU: 

MemperhatiQn. keteoluitn P~l 281 ayat (1), Pasal 2&4 ayat (3), 

Pa$ai26S ayat (1}. Pasal 286 dan Pa$al 288 Undang·Undang Nanor 37 Tahun 

2004 ienta,ng tc..P<~iliiM d~n Pei'IJ.n!t.aan Kewaj!ban Pel'ft)ayaran Utang (PKPU), 

be~ kecentu&fl latn yang beOO!l'tan; 

MENGAOI L I ! 

1 Menyatabn sah Ke&epaka'!an Perd~~~rn~ian antar• oleh OebiWIPemollon 

PKPlJ Yayasan Sa.ri Asih NUS3fltair3 $en3 Par• Ktedttor l~tnnya muei Aleta 

Ke:sepaka!an Pefjarlian Oalam Rangk.o't Ho~s! Penunc:l33t'l. KewajlbM 

Pembayaran HUiang (PKPU) Notnor 03 tenggal 5 OUobet 2021 yang dlbust 

dl hsdapan Zaisik.a KhainlnM<Jk. S.H ,M.Kn., ~taris dl Kota Binjaf; 

2 ~nghukum Oebitor 1 PemOhon PKPU Yayasan Sari Asth Nusarfara dan 

para Kreclltor, uotul< menlaati Ke;$Cp8kata:n Petdamaian yaog Ieiah dlsa.hkan 

tel'$eb01 <fi atn:: 
3. Manya~k.oan Penordaan ~<ew;~jlbM Pembayaran Utang (PKPU} ac.as 

debitot/Pemohon PI<PU Yayas"n Sari Atlh Nusanta:ra, beral(tur. 

4. Menght.ikum Debtt.Or I Pemohoo PKPU Yaya$an Sari Asth N>.JSanis:rs untuk 

memboyar seluNh Wya petkt:lrit wjt~mlah Rp.8.200.000,00 (enam Juta dua 

ra:us rht rupiah}, 

lUI 1D dMI 11 tJIJhman puW_.,. Nomor 241Pdi..Su~·PI<PU/Pel'lfleuhM 
PwdNrJtjafii20211PN Nl.t,~ Mdn 
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• • • • 

Oemikian diputusk.an daWn W ang pcrmusyawert1$!'1 Mafelis Haliim 

Pe.ng3dtan Nlaga pacta Peogadilan Negen Madan Kelas. 1 A Khu$UJ pacta hari 

Selasa • tanggal 12 Oktobet2021 oleh kami, T engku O)'of!9, S H M H , sebagai 

Hakim KelU<l MaJM, Oom•nggus Silab.3n, S H .M H , dan, Abd.Kil<lir, S.H., 

mu.lng-mll!$.1f'O 50b~l Hakim Anggo1a, putusan tef'sebul dlueapkan dalam 

perskhmgan l6tbuk3 111lt1.1k l.'l'num pada tlatl l!u juga. ololl ~kim Ketua 

dengan dk\ampn'lgi ota.h 1)1111 Hakim AnggO'a tersebut, dibantu oleh Eridswatl, 

S.H .. M H, P;nrtet";a Pon~g;mU ~d~t Peng3clllan N•aga Mecfan dqngan dlhadiri 

Oleh Kuasa Para PemOhOn PKPU dan dlhadl rl oleh Kuaw P;)t• Kred1t1Jr dan 

Pc.ngUI\tS • 

H.alam AnggOla, 

Oominggw Silaban, S.H.M.H. 

Abel. Kadir, S.H. 
Panitera Pengganti. 

Eridawati, S.H.,M.H 
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